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BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BERITA ACARA TENDER GAGAL
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN
SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II PROVINSI
SUMATERA UTARA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PADA BIRO
LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NOMOR : BA.03/P3BR-II/BLPPBMN/V/2020

1. Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua
Puluh, kami Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan
Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Direktorat
Jenderal Perhubungan Darat Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik
Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, berdasarkan ketentuan sebagai
berikut:

a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 3)

b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun
2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020
Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

2. Berkenaan telah diundangkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi
Melalui Penyedia pada tanggal 18 Mei 2020, sesuai dengan Pasal 129 huruf a bahwa
“pengadaan Jasa Konstruksi yang telah dilakukan sampai dengan tahap perencanaan atau
tahap persiapan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui
Penyedia, tetap harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini”.

3. Sehubungan dengan pengumuman Tender yang dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan setelah
diundangkannya peraturan sebagaimana dimaksud pada angka 2, yaitu pada tanggal 19
Mei 2020, maka Dokumen Pemilihan Nomor DP.01/P3BR-II-TU/BLPPBMN/V/2020 Tanggal
18 Mei 2020 untuk pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Bakti Raja Tahap II
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Adapun detail pekerjaan sebagai berikut:

Kode RUP : 25365141

Sumber Dana :  APBN

K/L/PD : Kementerian Perhubungan

Satuan Kerja : Balai Pengelola Transportasi Darat Wil II Sumatera Utara

Anggaran : APBN Tahun Anggaran 2020 (Rupiah Murni)



Nama Paket Pekerjaan : Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Bakti Raja Tahap

II

Nilai Pagu Paket : Rp17.784.000.000,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus delapan
puluh empat juta rupiah) sudah termasuk PPN 10%

Nilai HPS : Rp16.015.585.014,97 (enam belas milyar lima belas juta

lima ratus delapan puluh lima ribu empat belas rupiah
sembilan puluh tujuh sen) sudah termasuk PPN 10%

Jenis Kontrak : Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

4. Dengan ini Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara
Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, menyatakan bahwa Tender ini GAGAL.

5. Sebagai tindak lanjut Tender Gagal Pokja Pemilihan akan melakukan Tender Ulang dengan
menyusun Dokumen Pemilihan berdasarkan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 dan
menyesuaikan metode pemasukan penawaran dan metode evaluasi pada aplikasi SPSE.

6. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IT PROVINSI SUMATERA UTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN

TTD



